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RINGKASAN

Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember; Nuri Wildan Hidayah, 150903101053; 2018: 87 halaman;
Program Studi Diploma Il Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas limu
Sosial dan lImu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan Pelaksanaan Praktek Kerja
Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember dimulai dari
3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember. Tujuan penulis melaksanakan PKN adalah untuk
mengetahui dan memahami Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan
membentuk masyarakat yang adil dan makmur berusaha untuk menyediakan dan
memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut
diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah
pembiayaan pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan nasional saat
ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus, dalam melakukan
pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan negara
tersebut bisa didapatkan dari pajak.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat
diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah sejak diberlakukannya
otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat
berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan
pengeluaran daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah
yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan

pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) adalah pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Salah satu jenis pajak daerah
yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak
Hiburan.

Penulis mengamati Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data seperti
observasi dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Pengenaan Pajak
Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di
Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu
jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten
atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah
tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam
teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah
kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah
khususnya Pajak Hiburan yang meliputi Prosedur Administrasi Pajak Hiburan
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3386/UN25.1.2/SP/2018, Diploma
111 Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember).
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di
segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain
dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat sebagaimana diamanatkan
dalam UUD 1945. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan
membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk
menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai
tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari
masalah pembiayaan pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan
nasional saat ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus,
dalam melakukan pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan.
Pendapatan negara tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan
fenomena yang selalu hidup dan menarik di kehidupan masyarakat di berbagai
negara, karena pajak sebagai sumber pendapatan yang paling menghasilkan.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan
belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan,
pertanahan, kesehatan, ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. Semakin
banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus
meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem
pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam
melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada
alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Peran pajak
sangatlah penting bagi penerimaan kas negara, sebagai salah satu sumber

penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang
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sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan
partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sebagaimana telah
kita ketahui jika Indonesia mengandalkan pembangunan dari pemerintah pusat
saja, maka pembangunan daerah tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan
apabila pendapatan yang didapat dibawah kebutuhan baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat
diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat
berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan
pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin
dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan
pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal
dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing
daerah (Siahaan, 2016:1).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang
diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang
pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua
yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hiburan, Pajak Hiburan,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
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Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara Yyaitu
membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah
berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung
antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya
bukan secara individual tetapi ditunjukan untuk kepentingan umum. Salah satu
usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan
yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan
biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung
perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung
jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target
penerimaan masing-masing pajak daerah melalui Badan Pendapatan Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda yang menghasilkan jumlah
PAD setiap tahunnya berubah ubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada
di Kabupaten Jember. Target Penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada
Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (tahun 2016 dan 2017 dalam Ribu Rupiah)

No PAD 2016 2017

Target Realisasi Target Realisasi
1. Pajak Daerah  138.750.000  135.825.907 160.443.000  159.826.449
2. Retribusi

Daeral 2.724.560 2.860.227 4.560 3.840
3. Pengelolaan
Daerah yang 30.000 30.200 600.000 600.000
Dipisahkan
Jumlah 141.504.560 138.716.334 161.047.560  160.430.289

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak
Daerah mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp.
138.750.000,00 dan tahun 2017 menjadi Rp. 160.443.000,00. Pada tahun 2016

realisasi yang mencapai target yaitu dari sektor Retribusi Daerah dan Pengelolaan
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Daerah yang dipisahkan sedangkan di tahun 2017 realisasi yang mencapai target
yaitu dari sektor Pengelolaan Daerah yang dipisahkan. Sedangkan dari sektor
Hasil Pajak Daerah pada realisasinya selama dua tahun tersebut masih belum
tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh
kesadaran wajib pajak akan kewajiban melaporkan dan menyetorkan pajakanya.
Target realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah selama tahun 2017 dapat dilihat
pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember tahun 2017 (dalam Ribu Rupiah)

No Jenis Pajak Target Realisasi Prosentase
1. Pajak Hotel 5.000.000 4.613.957 92,26
y Pajak Restoran 9.500.000 12.107.319 127,45
3. Pajak Hiburan 1.500.000 1.383.660 92,24
4, Pajak Reklame 4.285.000 1.461.449 34,27
5. Pajak Penerangan Jalan 59.750.000 66.154.309 110,72
6. Pajak Parkir 750.000 975.086 130,01
7. Pajak Air Tanah 475.000 491.974 103,57
8. Pajak Mineral Bukan 200.000 332.159 166,08
Logam dan Batuan
9. Pajak  Bumi  dan 50.503.000 36.474.171 72,22
Bangunan (PBB P2)
10. BPHTB 28.500.000 35.832.359 125,73
Jumlah Pajak Daerah 160.443.000 159.826.449 99,62

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Hasil Pajak Daerah tahun 2017 target yang
terbesar dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tetapi realisasi yang
diperoleh masih belum tercapai. Begitu juga dengan Pajak Hiburan yang
menyumbang hasil pajak daerah dengan potensi cukup besar dengan ditargetkan
1,5 miliar rupiah. Kabupaten Jember saat ini telah memiliki ikon pariwisata
sehingga menyebabkan namanya telah dikenal dunia, yakni Jember Fashion

Carnaval (JFC). JFC merupakan produk fashion karnaval pertama di Indonesia.
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Terpilihnya Kabupaten Jember sebagai pemenang Indonesia Attractive Award
2017 ini, menunjukkan adanya potensi besar Kabupaten Jember untuk dapat
menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor
untuk turut memajukan perekonomian daerah. Jember yang awalnya dikenal
sebagai Kabupaten pengembangan industri perkebunan, dengan adanya JFC saat
ini telah menjadi kota salah satu tujuan favorit wisatawan. Dalam pagelaran event
tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan sebagai sebuah ajang promosi untuk
menarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke Jember. Dengan
banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Jember tentunya diharapkan
juga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat yang bersumber dari sektor
penerimaan pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang saat ini menonjol

peningkatannya adalah Pajak Hiburan.

Penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor pajak hiburan berpotensi
cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Jember. Selain itu, Sistem pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Jember
menggunakan self assesment system sehingga sangat menguntungkan dan
memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan penyetoran atas pajak
terutangnya. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan
dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan
ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan
fasilitas untuk olahraga (Priantara, 2013:542). Pelaksanaan pemungutan pajak
hiburan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup
berpotensial dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Jember.
Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan data sebagai berikut :
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Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2015-2017)

No Tahun Target Penerimaan Realisasi Prosentase
Anggaran R
% (Rp) (Re) (%)
1 2015 1.050.600.000,00 1.111.526.807,00 105,80
2 2016 1.200.000.000,00  1.297.595.599,00 108,13
3 2017 1.500.0000.000,00 1.383.660.856,00 92,24

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa realisasi pajak hiburan dalam
kurun waktu 2 tahun yaitu 2015-2016 selalu diatas target penerimaan hingga
melebihi 100%. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak hiburan ditetapkan
lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu diatas realisasi penerimaan tahun 2015
sebesar Rp. 1,2 miliar, dan realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan
hingga mencapai 108,13%. Berdasarkan target realisasi tahun 2015-2016 yang
selalu mengalami peningkatan, penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017
ditargetkan lebih tinggi dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar
Rp. 1,5 miliar, namun pada realisasinya belum mencapai target yang ditentukan
yaitu sebesar 92,24%, hal ini dikarenakan wajib pajak dalam ketaatan
pembayarannya masih melakukan kecurangan dengan tidak membayar pajak
sesuai jumlah pajak yang terutang atau sebenarnya, karena wajib pajak banyak
melakukan manipulasi data. Cara wajib pajak melakukan manipulasi data adalah
dengan melaporkan jumlah wisatawan yang berkunjung lebih sedikit dari pada
jumlah yang sesungguhnya. Pihak pengelola maupun pemilik usaha objek hiburan
melakukan pemanipulasian data karena mereka beranggapan bahwa keuntungan
yang mereka dapatkan sangatlah sedikit. Untuk masalah target pajak hiburan
seluruh objek hiburan di Jember yang menetapkan adalah Badan Pendapatan

Daerah.

Penulis menyusun laporan tugas akhir berdasarkan praktek kerja nyata di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang

berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak hiburan. Hal ini
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menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan
penerimaan daerah. Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik
mengambil judul tentang Pajak Hiburan karena penulis ingin mengetahui prosedur
pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hiburan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis
merasa tertarik untuk mengambil judul tentang “Prosedur Administrasi Pajak

Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten
Jember berdasarkan undang-undang yang berlaku. Maka penulis mengajukan
rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Prosedur Administrasi Pajak Hiburan

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan
Adapun penulisan adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur
Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
1.3.2 Manfaat
Manfaat :
a.  Bagi Mahasiswa

1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Administrasi
Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

2) Menambah pengetahuan sebagai perbandingan ilmu yang telah diperoleh
selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma Il1 Perpajakan
Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember dengan praktek
yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan materi
perpajakan dari salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak hiburan.

b.  Bagi Universitas Jember
1) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi

dalam meningkatkan kreativitas diri;
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2) Mempererat hubungan antar universitas dengan instansi terkait.

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas
Jember untuk kerja sama lebih lanjut dalam bidang akademik;

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara
menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang
professional;

3) Dengan disusunnya Laporan Tugas Akhir nantinya dapat diharapkan
sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi
perpajakan khususnya Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur adalah tahap
kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Mulyadi
(2016:3), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa
orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin
penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-
ulang. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur
adalah serangkaian tahapan atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang
dalam suatu organisasi untuk pengendalian pelaksanaan kerja dan efisiensi.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak
Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun

pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang

sama. Definisi pajak menurut para ahli antara lain :

a.  Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

b.  Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

c.  Menurut Siti Resmi (2017:1) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan
sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,
kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta
dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
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Menurut Waluyo (2013:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang
yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak

merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara,

baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan

Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara

langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai

pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan

ekonomi.

2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Unsur-unsur Pajak dapat dibedakan menjadi 4

(empat) yaitu :

a.

luran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang).

Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaanya.

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi Mengatur (Regulerend)
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Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

1) Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk
Indonesia di pasaran dunia;

3) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan
banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara
maupun warganya.

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil

pemungutannya.
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e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
System pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.5 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara
lain:
a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu
premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya
perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang
terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
c. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya
pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:
1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang
dimiliki oleh seseorang.
2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang
harus dipenuhi.
d. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari
bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
e. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut
pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat
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dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga
asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang
diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Asas-asas pemungutan
pajak tersebut antara lain:
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik
penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku
untuk Wajib Pajak dalam negeri.”
b. Asas Sumber
Menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara barhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggal Wajib Pajak.”
c. Asas Kebangsaan
Menurut Mardiasmo (2016:9), “Pengenaan pajak dihubungkan dengan

kebangsaan suatu Negara.”

2.2.7 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut
sifat, dan menurut lembaga.
a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh
Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain
atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan
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barang atau jasa.
b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu :

1) Pajak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi
Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah
diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak
atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah
tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat
objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui
objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum
dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki
tanggungan atau tidak.

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah
tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat 11 (pajak kabupaten/kota),
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah.
Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-

lain.

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak
yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:
a. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;

2) Wajib Pajak bersifat pasif;

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang;

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang

mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a.

Pengertian NPWP
Menurut Mardiasmo (2016:27), “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor

yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

b.

Menurut Mardiasmo (2016:28) Fungsi NPWP adalah :

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.

2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.

Pencantuman NPWP
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak
diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.
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d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

1) Pengertian NPWPD
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011,

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

2) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011,
Fungsi NPWPD adalah :
a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
b) Untuk menjaga ketertiban dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3) Pencantuman NPWPD
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak
Daerah diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

yang dimilikinya.

2.3 Pengertian Administrasi Pajak
Suatu kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap
orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di
bidang perpajakan. Kegiatan Administrasi Perpajakan pada dasarnya tidak
hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak (misalnya, oleh
Tax Manager, Tax Supervisor, Tax staff, dan lainya) saja, melaikan juga oleh
seluruh orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya
sepanjang ada kaitannya dengan pajak.
2.3.1 Kedudukan Administrasi Perpajakan
Secara umum,Administrasi terdiri atas 2 (dua) jenis,yaitu
a) Administrasi negara atau administrasi public (public administration)
Administrasi negara umumnya berada di sektor pemerintah dan
lembaga negara untuk pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi yang

diemban,
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b) Administrasi  bisnis atau administrasi  perkantoran  (business

2.3.2

2.3.3

administration)

Administrasi bisnis umumnya berada di sektor swasta atau masyarakat
yang di antaranya adalah WP yang terkait dengan kegiatan yang
dilakukan. Administrasi di sektor swasta meyangkut seluruh tugas,
fungsi, dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi, seperti dalam
kegiatan pembelian, produksi, pemasaran, penjualan, keuangan,
personalia, logistikm dan lainnya.

Tujuan Administrasi Perpajakan

Pengelolaan administrasi yang baik, akurat, dan benar di bidang
perpajakan sangat dibutukan setiap organisasi,karena akan membantu
dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif, efisien, produktif dan
optimal di bidang perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal
namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Administrasi
Perpajakan adalah dalam rangka:

-tersedianya dokumen terkait perpajakan.

-tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan.

-sarana untuk menciptakan dan menjalin kerja sama antar unit
organisasi serta antar sesame personalia, terutama meyangkut pajak.
-melakukan pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan, teruma
meyangkut pajak.

-pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama meyangkut pajak.
Kegunaan Administrasi Perpajakan

Dengan terlaksana dan tersedianya Administrasi Perpajakan yang baik,
akurat, dan benar, akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi
organisasi yaitu:

-dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan
benar serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan
perpajakan.

-dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari
DJP.

-efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak.

17
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-terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi
maupun sanksi pidana.
-dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status
sebagai WP patuh.
2.3.4 Unsur-unsur Administasi Perpajakan

Dilihat dari kegiatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan
perpajakan, berdasarkan penelitian dan penelaahan penulis terdapat 7
(tujuh) unsur pokok dalam Administrasi Perpajakan yaitu meyangkut:

a. Kelola pajak

b. Keuangan pajak

Informasi dan komunikasi perpajakan

c
d. Peraturan pajak

&

Dokumen pendukung perpajakan

=h

Organisasi perpajakan

g. Sumber daya manusia perpajakan

2.4 Pajak Daerah
2.4.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan menurut Siahaan (2016:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi pajak daerah yang telah dijelaskan diatas, dapat
disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang terutang oleh oreng pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat
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imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah
Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajak daerah, yaitu :

a. Subjek Pajak
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang
memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah
tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.Sementara itu, wajib pajak
adalah orang pribadi tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan daerah.

2.4.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, jenis dan tarifpajak daerah dibedakan menjadi :
a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor, 10%;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 20%;

3) Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, 10%;

4) Pajak Air Permukaan, 10%; dan
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5) Pajak Rokok, 10%

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel, 10%);

2) Pajak Restoran, 10%;

3) Pajak Hiburan, 35%;

4) Pajak Reklame, 25%;

5) Pajak Penerangan Jalan, 10%;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10%;
7) Pajak Parkir, 30%;

8) Pajak Air Tanah, 20%;

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan perkotaan, 0,03%; dan

10) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,5%.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Dasar

pengenaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

a.

Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada hotel.

Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh restoran.

Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.

Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.

Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan dikenakan atas nilai jual hasil
pengambilan mineral bukan logam atau batuan.

Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada penyelenggara tempat parkir.

Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.

Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung wallet.
PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).
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2.4.6 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan
dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak
daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat
(Siahaan, 2016:91).

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak

2.5 Pajak Hiburan
2.5.1 Definisi Pajak Hiburan

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2011, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau
keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh
setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk
olahraga. Apabila fasilitas olahraga tersebut adalah kebugaran (fitness centre)
maka menjadi objek pajak hiburan karena yang dimaksud dengan hiburan antara
lain: tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari serta busana, pameran,
diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, permainan bilyard, golf, dan
bowling, sikrus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan
ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan
pertandingan olahraga. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah
penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang
diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan
yang dikecualikan dengan peraturan daerah.

2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar
hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak
yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau
kota adalah sebagaimana dibawah ini :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
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Daerah.

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

d. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.

e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai
aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada
kabupaten/kota dimaksud.

2.5.3 Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan menurut pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten

Jember Nomor 3 Tahun 2011 yaitu :

a. Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran.
b. Obyek pajak hiburan termasuk di dalamnya meliputi :
1. tontonan film;
2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan,
binaraga;
kesenian rakyat;
pameran;
diskotik, karaoke, dan klub malam;
sirkus, akrobat, dan sulap;
permainan bilyard, golf dan bowling;

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;

© o N o g bk~ Ww

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
10. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidentil.
c. Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam
rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.
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2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan
Subjek dan Wajib pajak hiburan menurut pasal 19 Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 yaitu :

a. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau
menikmati hiburan.
b. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

hiburan.

2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Menurut pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah
jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh
penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana
dimaksud termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada

penerima jasa hiburan.
2.5.6 Tarif Pajak Hiburan

Menurut pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan
ditetapkan sebagai berikut :

1. tontonan film 10% (sepuluh persen);

2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan,
binaraga 10% (sepuluh persen);
kesenian rakyat 5% (lima persen);
pameran 10% (sepuluh persen);
diskotik, karaoke, dan klub malam 25% (dua puluh lima persen);
sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh persen);

permainan bilyard, golf dan bowling 10% (sepuluh persen);

© N o o &~ w

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya
10% (sepuluh persen);
9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)

10% (sepuluh persen);
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10. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidentil 10% (sepuluh

persen).

2.5.7 Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar

pengenaan pajak. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pajak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

2.5.8 Prosedur Penyetoran Pajak Hiburan

Sebelum melakukan penyetoran Pajak Hiburan, Wajib Pajak terlebih
dahulu untuk melakukan pendaftaran sebagai terdaftarnya wajib Pajak Hiburan di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan juga untuk mendapatkan
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), untuk mendapatkan data wajib
pajak, dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran
diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir
pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen
disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran
dengan jelas, lengkap dan menghitung jumlah Pajak Hiburan terhutang serta
mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan
pendaftaran paling lama 1 hari.

Setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, kewajiban selanjutnya yaitu
melakukan penyetoran atas pajak terutangnya. setiap pengusaha hiburan (yang
menjadi Wajib Pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, dan menyetorkan
sendiri Pajak Hiburan yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Penyetoran pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
Penyetoran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
Apabila melebihi batas waktu tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

25

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui Surat
Tagihan Pajak Daerah. Bendahara penerimaan memvalidasi slip setoran dan
diberikan bukti penyetoran pajak berupa SSPD sebagai tanda bahwa Wajib Pajak

telah menyetorkan pajak terutangnya dengan lunas.
2.5.9 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan

Setelah melakukan penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak atas Pajak
Hiburan yang yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terutang
Pajak Daerah (SPTPD). Kepada wajib pajak yang melakukan penyetoran
diberikan tanda bukti penyetoran pajak/slip setoran dan dicatat dalam buku
penerimaan. Dengan demikian tanda bukti penyetoran pajak/slip setoran secara
otomatis menjadi bukti bahwa Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Hiburan yang
terutang. Dengan demikian, penyetoran pajak akan mudah terpandu oleh petugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan
3.1.1 Lokasi kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember, yang berlokasi di Jalan Jawa No.72 Jember.

3.1.2 Waktu kegiatan

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember sesuai dengan surat tugas nomor 3386/UNZ25.1.2/SP/2018
yaitu dimulai dari tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober
2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat

Senin s/d Kamis 07.00 - 15.30 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 07.00 - 15.30 WIB 11.30-13.00 WIB
Sabtu Libur Libur

Minggu Libur Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2018

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan ini akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh
penulis dengan judul *“Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.Pada pelaksanaan kegiatan terdapat
beberapa bidang, diantaranya bidang pendapatan. Pada bidang ini terdapat seksi
pendaftaran yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pendaftaran subjek
dan objek pajak hiburan. Kemudian data yang dinyatakan telah memenuhi syarat
tersebut diserahkan dan diberikan pada seksi penetapan. Selanjutnya bidang

penagihan, pada bidang ini diberikan tugas menginput, mencatat, pemilahan,
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pengecekan terhadap berkas, terutama untuk jenis pajak hiburan diberikan tugas
untuk melakukan penerimaan setoran pajak. Dan juga pada bidang ini penulis
diberikan tugas untuk memilah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD)

menurut jenis pajaknya.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis diwajibakan mengikuti peraturan
yang sudah ada dan diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk menambah wawasan dan

pengalaman saat melakukan kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel

3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama kegiatan

Waktu _ ] ]
Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
1. Senin, 3 . Diterima di Badan Pendaptan . Melaksanakan
September 2018 Daerah Kabupaten Jember ; Kegiatan Praktek
. Apel Pagi; Kerja Nyata;
Penanggung . Penempatan peserta magang . Melatih kedisiplinan
Jawab : Ibu Siti yang telah ditentukan oleh . Mengetahui tugas-

instansi yaitu pada bidang

pendataan dan pelayanan;

. Perkenalan dengan Staff yang

ada pada kantor Badan

Pendapatan Daerah.

. Mempelajari buku tentang

Peraturan Daerah Kabupaten

Jember .

tugas dan fungsi setiap

bidang yang ada;

. Mengetahui ruang

lingkup dari kegiatan
PKN;

. Mengetahui tentang

Peraturan Daerah

Kabupaten Jember .
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Pajak Hiburan se-kabupaten

Jember .

Waktu
No Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
3. Selasa dan Rabu, a. Apel Pagi. . Melatih Kedisiplinan.
4dan5 b. Mencocokkan data Pajak . Dapat mengetahui
September 2018 Hiburan se-kabupaten pajak Hiburan yang
Jember dengan data yang ada ada pada Kabupaten
Penanggung di komputer. Jember .
Jawab : Ibu Siti
4. Kamis, 6 a. Apel Pagi. . Melatih Kedisiplinan.
September 2018  b. Mendapatkan data atas . Memperoleh
Peraturan Daerah No.3 pengetahuan baru dan
Penanggung Tahun 2011 tentang Pajak dapat mempelajari
Jawab : Daerah pada bidang atas Peraturan Daerah
Ibu Siti Pendataan dan Pelayanan. No.3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah.
5. Jumat, 7 a. Apel Pagi. . Melatih Kedisiplinan.
September 2018  b. Membantu mengarsipkan . Dapat mengetahui
dokumen yang terkait cara mengarsip data
Penanggung dengan Pajak Hiburan se- pajak Hiburan yang
Jawab : Ibu Siti kabupaten Jember . ada pada Kabupaten
Jember .
6. Senin dan a. Apel Pagi . Melatih Kedisiplinan.
Selasa, 10 dan b. Membantu menata dan . Dapat melatih
11 September mengurutkan data Pajak ketelitian.
2018 Hiburan sesuai tanggal dan . Dapat mengetahui
jenis pengajuan. cara mengarsip data
Penanggung ¢. Membantu mengarsipkan pajak Hiburan yang
Jawab : Ibu Siti dokumen yang terkait dengan ada pada Kabupaten

Jember .
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No. Waktu Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
7. Rabu s.d. Jumat, . Apel Pagi . Melatih Kedisiplinan.
12s.d. 14 . Membantu mencocokkan Surat b. Dapat mengetahui
September 2018 Pemberitahuan Pajak Hiburan memahami dan
Terutang dengan Surat melatih ketelitian
Penanggung Ketetapan Pajak Daerah Wajib tentang data SPPT da
Jawab : Bapak Pajak Bulanan SKPD
Agung . Senam Pagi . Menjaga kesehatan
jasmani pegawai
8. ) ~a. Apel Pagi . Melatih Kedisiplinan.
Senin s.d. Kamis, ) \
b. Membantu mengarsipkan . Dapat mengetahui
17 s.d. 20 ] ]
dokumen yang terkait dengan cara mengarsip data
September 2018 | ) ) |
Pajak Hiburan se-kabupaten pajak Hiburan yang
Jember . ada pada Kabupaten
Penanggung
. . Membantu mencocokkan Surat Jember .
jawab : Bapak . ) ] ]
A Pemberitahuan Pajak Hiburan . Dapat mengetahui
un
ek Terutang dengan Surat memahami dan
Ketetapan Pajak Daerah Wajib melatih ketelitian
Pajak Bulanan tentang data SPPT da
SKPD
9. Jumat, 21 . Senam Pagi . Menjaga kesehatan
September 2018 . Membantu mengarsipkan jasmani pegawai
dokumen yang terkait dengan . Dapat mengetahui
Penanggung Pajak Hiburan se-kabupaten cara mengarsip data
jawab: Ibu Siti Jember . pajak Hiburan yang

ada pada Kabupaten
Jember .
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No. Waktu Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
10.  Senindan Selasa, a. Apel Pagi . Melatih Kedisiplinan.
24 dan 25 . Membantu mengarsipkan . Dapat mengetahui
September 2018 dokumen yang terkait dengan cara mengarsip data
PBB P2 se-kabupaten Jember . PBB P2 yang ada pada
Penanggung . Membantu mencocokkan Surat Kabupaten Jember .
Jawab : Bapak Pemberitahuan PBB P2 . Dapat mengetahui
Agung dengan Surat Ketetapan Pajak memahami dan
Daerah Wajib Pajak Bulanan melatih ketelitian
tentang data SPPT da
SKPD
11.  Rabudan Kamis, a. Apel Pagi . Melatih Kedisiplinan.
26 dan 27 . Memasukkan data SPPT Pajak b. Dapat mengetahui
September 2018 Bumi dan Bangunan P2 ke cara memasukkan
buku besar SPPT ke dalam buku
Penanggung . Mendata Daftar surat besar
Jawab: Bapak pemberitahuan pajak terutang . Dapat mengetahui dan
Agung PBB P2 periode awal Januari melatih ketelitian
s/d September 2018 dalam mendata Daftar
SPPT
12.  Jumat, 28 . Senam Pagi . Menjaga kesehatan
September 2018 . Membantu mengarsipkan jasmani pegawai
dokumen yang terkait dengan . Dapat mengetahui
Penanggung PBB P2 se-kabupaten Jember cara mengarsip data

Jawab: Bapak
Agung

PBB P2 yang ada pada

Kabupaten Jember .
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Waktu

Pelaksanaan

No.

Kegiatan

Hasil Kegiatan

13. Senin s.d. Kamis,
1 s.d. 4 Oktober

2018
Penanggung
jawab : Ibu
Siti

. Apel Pagi

. Membantu mengarsipkan

dokumen yang terkait dengan
Pajak Hiburan se-kabupaten

Jember .

. Membantu mencocokkan

Surat Pemberitahuan Pajak
Hiburan Terutang dengan
Surat Ketetapan Pajak Daerah
Wajib Pajak Bulanan

. Mempelajari cara perhitungan

terkait tarif dan klasifikasi
Pajak Hiburan yang berlaku
pada bidang penagihan,
pengendalian dan pelaporan
Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

a. Melatih Kedisiplinan.

b. Dapat mengetahui
cara mengarsip data
pajak Hiburan yang
ada pada Kabupaten
Jember .

c. Dapat mengetahui
memahami dan
melatih ketelitian
tentang data SPPT da
SKPD

d. Dapat mengetahui
tarif dan klasifikasi
Pajak Hiburan yang
berlaku pada bidang
penagihan,
pengendalian dan
pelaporan Badan
Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

14. Jumat, 5 Oktober

2018
Penanggung
jawab : Ibu Siti

. Senam Pagi

. Membantu mengarsipkan

dokumen yang terkait dengan
Pajak Hiburan se-kabupaten

Jember .

a. Menjaga kesehatan
jasmani pegawai

b. Dapat mengetahui
cara mengarsip data
pajak Hiburan yang
ada pada Kabupaten

Jember .
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No. Wakt Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
15.  Senin, 8 Oktober a. Apel Pagi a. Melatih Kedisiplinan.
2018 b. Berdiskusi terkait Pajak b. Dapat mengetahui
Hiburan dengan pak yudis informasi tentang
Penanggung selaku staf di bidang bagaimana cara
jawab : lbu Siti pendataan dan pendaftaran. pendataan dan
¢. Mendapatkan data tekait pendaftaran Pajak
SPTPD Pajak Hiburan RM. Hiburan Kabupaten
Pemuda pada bidang Jember .
Pelayanan dan Penyuluhan . Dapat mengetahui
data terkait Pajak
Hiburan RM. Pemuda
16.  Selasa, 9 Oktober a. Apel Pagi . Melatih
2018 b. Membantu merekapitulasi dan Kedisiplinan.
mengarsipkan dokumen yang . Dapat mengetahui
Penanggung terkait dengan Pajak Hiburan cara mengarsip data
jawab : Ibu Siti se-kabupaten Jember pajak Hiburan yang
ada pada Kabupaten
Jember .
17. Rabudan Kamis, a. Apel Pagi . Melatih Kedisiplinan.
10 dan 11 Oktober b. Membantu merekapitulasi dan b. Dapat mengetahui
2018 mengarsipkan dokumen yang cara mengarsip data
Penanggung terkait dengan Pajak Hiburan pajak Hiburan yang
Jawab: Ibu Siti se-kabupaten Jember ada pada Kabupaten
Jember .
18.  Jumat, 12 Oktober Penutupan dan berpamitan Penutupan dan

2018
Penanggung
Jawab: Ibu Siti

karena telah berakhir masa

Praktek Kerja Nyata

berpamitan karena
telah berakhir masa

Praktek Kerja Nyata
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini

menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a.

Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro
dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam bentuk informasi yang bukan
dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan, berupa
diskusi dengan pegawai terkait Pajak Hiburan.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang
telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang
tidak dipublikasikan) (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder
yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan
pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, berupa Surat Pemberitahuan
Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah, Tanda Bukti

Pembayaran, dan sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas

Akhir ini adalah:
a. Observasi

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara
observasi. Menurut Sugiyono (2014;145), observasi berarti mengumpulkan
data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa
gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar

manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observasi partisipasi,
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observasi sistematik dan observasi eksperimental. Dalam hal ini observasi
yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi karena pengamat

melibatkan diri kedalam objek pengamatan.

. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,
internet, majalah, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan
dengan Laporan Tugas Akhir ini. Dalam hal ini penulis menggunakan buku
Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011, situs
pajak online, dan peraturan terkait.

Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya
jawab kepada narasumber. Adapun wawancara dilakukan dengan salah satu
pegawai pajak yang bernama Ibu Siti selaku pegawai yang menangani

prosedur administrasi atas Pajak Hiburan.
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BAB 5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur Administrasi Pajak Hiburan dengan
menggunakan Self Assesment System. Dalam prosedur tersebut dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

a. Prosedur Administrasi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No
3 Tahun 2011, dilakukan terlebih dahulu dengan pendaftaran sebagai
Wajib Pajak dengan mengisi formulir dan kelengkapan persyaratan yang
telah dilampirkan.

b. Petugas melakukan penetapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 3 Tahun 2011, data-data yang telah diperoleh dari wajib
pajak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan ke
Situs Informasi Badan Pendapatan.

c. Setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, selanjutnya melakukan
penyetoran atas pajak terutangnya. Wajib pajak melaksanakan
perhitungan pajak hiburan berdasarkan SPTPD yang tercantum pada pasal
1 angka 30 Bab 1 mengenai ketentuan umum Peraturan Bupati jember
Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pembayaran, Penyetoran,
Angsuran, dan Penundaan Pembayaran.

d. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal mengisi SPTPD
dengan jelas, lengkap, dan benar. Keterangan dan dokumen yang harus
dicantumkan dan dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5.2 Saran
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember tentang tentang Prosedur Administrasi Pajak Hiburan,

terdapat beberapa saran atau masukan dari penulis yaitu sebagai berikut:
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a. Pegawai Pajak perlu memberikan sosialisasi rutin dan memberikan edukasi
kepada Wajib Pajak agar sadar akan kewajibannya dalam membayar dan
mengerti akan pentingnya pajak hiburan;

b. Setidaknya Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dengan
rekapitulasi pendapatan setiap bulan dengan jujur demi tercapainya

realisasi penerimaan pajak hiburan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

11, Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor :2601/UN25.1.2/SP/2018 16 Juli 2018
Lampiran :5Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
JI. Jawa No. 72
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan,
bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember Jurusan llmu Administrasi
Program Studi Diploma I1l Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata
(magang) pada Instansi yang saudara pimpin, Adapun nama mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO NAMA NIM Program Studi

1 | Jamilatul Khoirun Nisa 150903101004 Diploma IlI Perpajakan

2 | Nuri Wildan Hidayah 150903101053 Diploma I1I Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2018. Bersama
ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang,

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

/. 2, an. Dekan,
4 ‘4%5?‘”(&%](" Dekan

[96106081988021001

d3 Perpajakan 2018
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Lampiran 2. Surat Balasan ljin Tempat Magang

[

1150903101004

" Diploma Il Perpajakan |

e}

150903101053

|~ Diploma III Perpajaga__ifr

[

e
I
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

S UGAS
Nomor: 3386/UN25.1.2/5P/2018
Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor
26011570/35.09.413/2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini
Dekan Fakultas Ilmu Soesial Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini:

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Jamilatul Khoirun Nisa 150903101004 Diploma 1l Perpajakan
2 | Nuri Wildan Hidayah 150903101053 Diploma Il Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

mulai tanggal 03 September s.d 06 Oktober; 2018.
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 19 September 2018
-.an. Dekan

o

! L
\GEEALag

\'_\:t-_-_‘,, P

Tembusan
1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma Il Perpajakan

3 3. Mahasiswa yang b g

d3 Perpajakan 2018
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

150903101004
150903101053

Jember, 12 Oktober 2018

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMB
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I Kalimantan 37 Kampus Tegalbato Telp, (033 1) 33858k 331342 Fay (0331) 335584 Jember £3121

SURATTUGAS
Nomor : 3519/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D lll Perpajakan
Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas [lmu Sosial
Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

Nol PANGKAT/ | S —
i NAMA | COLONGAW | JABATAN | KETERANGA!

. 1 \ Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. 1

NIP. 760014664 Dosen DPU

lintuk membimbing laparan hasil praktik kerja nyata mahasiswa:

Nama . Nuri Wildan Hidayah
NIM : 150903101053
Program Studi : D11l Perpajakan 2

Judul : Adminitrasi Pemungut Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-batknya
Ditetapkan di Jember

==, PadaTanggal - 01 Okzober 2018
. o¥Dekan,
" 'a. ".

Tembusan

1. Dosen Pembimbing

2 Kasubag Pendidikan

3 Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag Keu & Kepeg.

5. Pcmng}:al/‘ .
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTURIN RISET, CERNOLOGE DAN PEHDIOIAN TINGG)
UNIVERSITAS JENDBER
FAKULTAS TEMU SOSIAL DAN TEMU POLITIR

I Walbimmmtn - Boampon oot Dol 0000 000000 V010080 Dan 000001 | VRVSRA Dosnlind 60101
Dl Dhaggeurd s el pmmmns Dty 02000 02 136

NILATTIASIL PRAKTER KERJA NYATA

T e e

NO. | INDIKATOR PENILAIAN .\m;::,l\l’ al 1

| I‘cn!:u;::mn;\hllcli'l".lr..‘l'i o B0 ( delapan puluh ) A

2 _]\'cmampu;m- RI.‘U&IMVI.I;:I N 80 ( delmpan puluh ) A

3 .l-',lil\u :?5 (_ tujuh puluh delapun)| B

4 Disiplin . ;a ( t.uj-uh puluk delapan) B
NILATRATA - RATA 36/19 U |

Identitas Mahasiswa yang dinila

Nama Nurl wildan hidaym
NIM 150903101053
Jurusan lmu Administras

Program Studi : Diploma 1 Perpajakan

Yang Menilai
:..Dr8. ISNAINI. Mal,

Nama trebryt Ky
NIP 6411061966091907. - ”
Jabatan BTSRRI ETAPAN ‘EVEHI?I}".ASI.
Instansi Y CAD\EMBER " iz
Tanda Tangan :

.......................................

PEDOMAN PENILAIAN :

/ NO.| ANGKA | HURUF KRITERIA
1 80 A Islimewa
2 | 75 AB<#80 AB Sangt Baik
3 | 70 B<75 B Baik
4 | 65 BC<70 BC Cukup Baik
5 | 60 C<65 c Cukup
6 | 55 CD<6G0 cD Kurang
7 50 D< 55 D Kurang
8 | 45 DE<50 DE Sangat Kurang
9 <45 E Sangal Kurang
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Lampiran 7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja

Nyata

KEMENTERIAN RIST T TERNOTOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENMBER
FARULTAS IEAMU SOSIAL DANTLMU POLITIK

W Ratinitan  Ramgsis Fegaltast Rilp go0ina bhsssa EHERES Dan gt 811) 118A8A Bernben 68121
Lol Tooiguncnad belhom et Telp 001300 12 18

____________________________________________

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAFORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA I PERIPAJAKAN - FISIT UNE]

............................ FEETEEREEANSESESE

N SNun Wildan Hidayah
NIM SO0V I0I0S Y
Hinsan M Admmistias

Foogeram Stindi - Daplona 11 Perpagakan
ALt Asal 1 Patimuea Dusan K ragan
Desa Kahsat Kecanttan Kalisat Kabupaten Jember

Judul Lapwnran .
(halsa Indonesin)

Prosedur Adimmistrass Pagak Hiburan s Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Jember
(hahasa lnggns)

Prosedure Admmistration of Entertainment Tax at Revenue Department Jember Regency

Dasen Pembimbing - Sandhika Cipta Bidhan S LB MO

K

,
£

1

-
!

0* qgnwr--?alﬁ| (o.c0 R‘CV'-€| B.L &

114 ?ﬁem'oc"‘rki C9c0 ,‘thefakm Beb 4,6 F
¢ [13-danwexi-2019 (0. 30 |ACC 6 JM'S Uien V

TANDA

[
| NO | AR TANGGAL JAN URAIAN KEGIATAN TANGAN

‘. ! PEMIUNIBING |
li-okdobeg-208 (0. co Per\so{}_l-\;h Bdb1,2,3 #; .
'“\-c‘klt‘btf"’dﬂ 13 cp R! visg Bgl> |

¥
)

(13- n"ifhnlﬂﬂ-blﬂ 09.00 Reyis: Bal 3 . f’

l

Catatan

Lembaran i DIBAWA siat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
Dk umsputkan di dalam map oramge pada saat mendattar sid; mg laporan hasil PN
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Lampiran 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBELIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .
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20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
2.

28.

29.

30.

-5-

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batubara.

31. Pajak . ..
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(3)

(1)

(2)

- 26 -

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yvang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran
yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 40

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan
dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tontonan film;
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .
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(3)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

- 27 -

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
pameran;

diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya,;

sirkus, akrobat, dan sulap;

permainan bilyar, golf, dan boling;

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan;

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat
kebugaran (fitness center); dan

j.  pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

SR e Ao

—

Pasal 43

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan
yang menikmati Hiburan.

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang
diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara
Hiburan.

Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket
cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 45

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
(tiga puluh lima persen).

Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes
kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak
Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen).

Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan
tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46 . ..
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Pasal 46

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh
Pajak Reklame

Pasal 47

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan
Reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan

sejenisnya;

Reklame kain;

Reklame melekat, stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame udara;

Reklame apung;

PRoo e oA

Reklame suara;
Reklame film/ slide; dan

j-  Reklame peragaan.
(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,
dan sejenisnya;

=

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya;

C. nama. ..
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Lampiran 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembanluan. diarahkan untuk mempercepal terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
gkatan, pelay yaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan
daya salng daerah dengan memperhatlkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi
daerah sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu, ditetapkan
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

i

Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D,
Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang S dan Kedudukan Majeli
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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7. Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan p intahan oleh p intah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang- selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

L Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

T Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dekor i adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

9.  Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10.  Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau
peraturan daerah kabupaten/kota.

11.  Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.

12, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalal3 kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

www.hukumonline.com
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mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul "dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem
pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung
jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

14.  Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagal pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut

dibebani | ajiban untuk r L kembali.
19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang
ditetapkan oleh P h untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang

bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut
pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk
dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

21.  Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi,
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

22.  Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS. adalah pelaksana
pemungutan suara pernlhhan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat
ket lurahan, dan tempat pemungutan suara.

23. Kampanye pemmhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut
kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih. dengan menawarkan
visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang ing-masing punyai p han

daerah;

(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;

(4)  Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan
dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya;

(5)  Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya;

(6) Hubungan keuangan, pelay umum, p faatan sumber daya alam, dan sumber daya
lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras;

www.hukumonline.com
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Lampiran 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah

Menimbang: a.

Mengingat :

—y

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka
ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan homestay,
serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera,
termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian
yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh
umum.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya.

Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga
teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan
sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
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Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18
(1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
. tontonan film;
. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
. kesenian rakyat;
pameran;
diskotik, karaoke dan klub malam;

~ 0o o0 op

sirkus, akrobat, dan sulap;
permainan bilyar, golf dan bowling;

7 2

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (Fitness center).
j- pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidentil.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka
pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 19
(1)  Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

(2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
hiburan.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 20

(1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa
hiburan.

Pasal 21
Besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga
sebesar 10 % (sepuluh persen);
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kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);

pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);

diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);

permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10%
(sepuluh persen);

@ -0 oo

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (Fitness
center) sebesar 10% (sepuluh persen);

j.  pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidentil sebesar 10% (sepuluh
persen);

Pasal 22

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 23

(1) Masa Pajak Hiburan untuk :

a. Hiburan yang bersifat tetap, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

b. Hiburan yang bersifat insidentil, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya
sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.

(2) Pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau
badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak
terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Keempat
PAJAK REKLAME
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 24

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 25
(1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. reklame papan / reklame dinding / billboard / videotron | megatron, Large
electronic display (LED) dan sejenisnya;

b. reklame kain;
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(1)

()

(1)

()

@)

(1

(2

)

(4)
®)

(6)

(1)

Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diatur dengan
Peraturan Bupati;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 93

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPOP, SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
terutangnya pajak;

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih
melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan
Pasal 94

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
oleh Wajib Pajak.

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Bupati;

Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran
atau penyetoran pajak berupa SSPD;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan
penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
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Lampiran 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata

Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan

Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember
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’ @ Kegutgsandsebagaimana dimaksud pada a
sebagian, dengan jangka waktu masa an
; ANgka wak gsuran dan/atau pa
pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luarakeﬁtfasr;irrl\d\?\z}itt;{g:?aia.‘ﬁ‘an
(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) atau ayat (2), tidak d iaj
" apat
mengangsur atau menunda pet)nbayaran. R A Pametecen ks

yat (1), yang menerima seluruhnya atau

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 9

emotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya setiap bulan
q_[mg lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. ¥

BABV .
KETENTUAN PENUTUP g
Pasal 10 it -1
Seraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:~~, /" | |
\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan .peﬁéuﬁﬁahg‘gﬁ\ Pe turan Bupati ini _-~~
dengan penempatannya dalam Berita Daeirgb Kabupa ";U,\""} ﬁr‘. - W
£ " u vl

sl | -

|
3

{D ajpk"n’ai Jember
) pada tanggal 21 November 2011
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Lampiran 12. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015
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Lampiran 14. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017

BADAN PENDAPATAN DAERAH S/D 31 Desember 2017
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Lampiran 15. Form Isian Pendaftaran Subjek Pajak Daerah

FORM ISIAN
PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH

i

JENIS WAJIB PAJAK

PREADYEADAN

NIK

[PEMILIE PERLISANAAN]

NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT

RT

RW

PROVINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

10

DESA/KELURAHAN

1

KODE POS

NOMOR TELPON

13

EMAIL

14

USER NAME

15

|PASWORD

B

FC.KTP

JEMBRE: i i iiendbsiabbiatn "

SUBYEK PAJAK

| CRSEREEERSERAR S —
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Lampiran 16. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Hiburan

PEMERIHIAN KABUPATEN JERE R
HADAN PFENDAPATAN DALRAN
I Dawwar M 22 Qo (OA00) 00002 E o (31 4040054 J1 1AL I LEMBAR 6
SURAL VM EATIEATL TE LR AN PPAJAK [IATLIAL

PAIALC LIS ReAN
| S0y LA )

R Wb Fajak Wana wisnla Alr Terjun Tujuh Bldadarl
tONana Usatu
I NPWHLD
P Jalan Letjend § Parman No 4 Jember
O den hibsuran tanl paojak * )
o Tomtoman Pl 10%,
b Pragetarnn kesonlan, Masik, Tan danfalau Busann, Kontas Kocantikan, Binaraga - 10%
¢ Kasaman Hakyal - 5 %
o Pameton - 10 %
e Dot fle, Karnokes dan Klub Malam - 25 %
[ Sk, Akrabial, Sulap - 10 %,
G Pormaiman Bilyor, Goll, Bowling - 10 %
B Pacuan Kada, Kendaran Barmotae, Paormaman Ketangkasan ainnya -10 %,
I Pant Pyat, Rellekal, Mands Uapf Spa. Salon Kecantikan, Pusal Kebugaran (Filness center) - 10%,
| Partandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %
6 Maso Fajak

Jan [ Peb [ Mar [ Apr [ e Jun Jul | Ags | Sep| Okl |Nov | Des
X

7 Tahun Pajak ..2017 . . W B S
I Nilal Ponjualan ‘Rp.....518.800. .. ... -par hulan
9 Jumlah Pagak Terbutang (10 %) - Rp..... 515500 ... . . .
( Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah. ...

)
10, Informasi lain-lain
. Jumlah pengunjung pada hari blasa rala-rala sebanyak ..orang/hari
b Jumiah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak ceieeeeeeoOr@ngfhan

Kelerangan
*) Corel yang lidak perlu

Jember, . 28-11-2017.. . .
Wajib Pajak

(Narna lengkap. stempel & 12nda tangan )

Mintalah Sural Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajax.
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Lampiran 17. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber  : Ibu Siti

Hari, Tanggal : Senin, 1 Oktober 2018
Jam 2 13.00 - 13.15 WIB
Disusun Jam 1 19.30 - 20,00 WIB

Tempat Wawancara : KaBidang Pendataan dan Pelayanan
Topik Wawancara : Prosedur Administrasi (Pendaftaran Penetapan Pelaporan)
Pajak Hiburan

Pewawancara : Assalamualaikum Bu, Selamat Siang, maaf mengganggu.
Narasumber : Wa'alaikumsalam. Siang juga.

Pewawancara : Maaf sebelumnya Bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan beberapa
hal terkait prosedur administrasi pajak hiburan di kantor ini untuk bahan

tulisan laporan tugas akhir saya Bu.
Marasumber : Ya boleh silahkan.

Pewawancara : Jadi Bu bagaimana prosedur awal mulai dari Wajib Pajak hingga ditangani

oleh pegawai disini dalam administrasi pajak hiburan?

Narasumber : Begini mas, dari awal Wajib Pajak yang menyelenggarakan atau memiliki
usaha hiburan mendaftarkan dirinya ke bidang pendataan dan pelayanan ini
dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan seperti fotocopy KTP, berkas
usaha, SITU dan SIUP. Setelah itu kami memeriksa apakah sudah lengkap
atau belum kalau sudah lanjut kami menerbitkan NPWPD sebagai identitas
Wajib Pajak.

Pewawancara : lya Bu, lalu selanjutnya setelah terdaftar Wajib Pajak harus bagaimana Bu?

Narasumber : Setelah itu WP wajib melaporkan rekapitulasi penjualan perbulan dengan
disertai lampiran berupa SPTPD, jadi kelihatan mas omsetnya yang akan
dikenai pajak selama satu bulan itu berapa, setelah itu kami bidang pendataan
dan pelayanan menerima dan meregister laporan dari WP tersebut.

Pewawancara : Jadi ini satu rangkaian ya Bu, mendaftarkan diri, ditetapkan sebagai WP

kemudian melaporkan pajak terutangnya?
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Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

: Iya mas betul itu proses administrasinya
: Lalu setelah itu prosedur selanjutnya apa Bu?

: Nah setelah diketahui berapa pajak hiburan yang terutang oleh WP maka
dilakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan Bapenda mas, WP mengisi
slip setoran yang sudah disediakan dengan dilampirkan SPTPD yang tadi itu,
setelah itu diterima oleh Bendahara kemudian divalidasi sebagai tanda kalau

WP itu sudah melunasi Pajak Hiburan yang terutang.
: Oo iya Bu, setelah itu apakah sudah selesai Bu kewajiban perpajakannya?
: Iya mas sudah selesai itu prosedur dari awal hingga akhir.

: Siap Bu, apakah saya boleh meminta data sebagai contoh pada laporan tugas

akhir saya Bu?

: Iya mas silahkan, sama peraturan daerah dan peraturan bupati juga ya mas
jadikan sebagai lampiran karena Pelaksanaan Pajak Hiburan di Bapenda sudah

sesuai dengan peraturan tersebut.

: Baik Bu, terimakasih Bu.
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